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BAB Il
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa
BPSK mempunyai kompetensi dalam sengketa konsumen atas pelaksanaan
perjanjian pembiayaan pada lembaga pembiayaan konsumen (consumer finance),
hal mana tidak terlepas dari ruang lingkup perlindungan konsumen sebagaimana
diatur dalam UUPK yang dapat melindungi konsumen secara umum (general),
termasuk pada sektor lembaga pembiayaan konsumen (consumer finance).
Demikian pun pembentukan LAPS-OJK tidak serta merta meniadakan kompetensi
BPSK dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen atas pelaksanaan
perjanjian pembiayaan pada lembaga pembiayaan konsumen (consumer finance).
Dikatakan demikian karena status konsumen yang dikehendaki oleh UUPK dan
UUOJK sangatlah berbeda, di mana UUPK secara limitatif hanya menghendaki
konsumen akhir, sedangkan UUOJK menghendaki konsumen akhir dan juga
konsumen antara, karena konsumen yang terdapat pada UUOJK dapat bertindak
sebagai pelaku usaha atau pihak yang menempatkan dananya pada lembaga jasa

keuangan.

B. Saran

Betapapun UUPK telah bertindak sebagai payung hukum bagi perlindungan
konsumen, namun demikian haruslah tetap diakui bahwa UUPK masih memiliki
kendala yang membutuhkan perubahan baik itu mengenai ketentuan substantif
maupun ketentuan teknisnya. Pertama, terkait permohonan fiat eksekusi ke
Pengadilan  Negeri. Pasal 42 ayat (1) KEPMENPERINDAG Nomor:
350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK
menyatakan bahwa putusan BPSK dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada
Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Di mana yang dimaksud
adalah putusan dengan mekanisme arbitrase. Pengaturan semacam ini memang sangat

rancu, mengingat BPSK bukanlah in persoon dalam sengketa konsumen, di mana
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lazimnya yang mengajukan permohonan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri adalah
para pihak yang berperkara (in persoon). Pengaturan semacam ini di dalam realitas
memang menimbulkan kerancuan, karena tidak jarang BPSK tidak mengajukan
permohonan fiat eksekusi ke Pengadilan Negeri, karena BPSK umumnya
berpandangan bahwa mereka bukanlah para pihak yang bersengketa, dan bahwa tugas
mereka telah selesai manakala sengketanya telah diputus.

Kedua, bahwa secara normatif yuridis BPSK diberi kewenangan untuk
meminta bantuan kepolisan untuk memanggil secara paksa pelaku usaha yang
mangkir dari panggilan BPSK. Namun di dalam realitas ketika BPSK meminta
bantuan kepolisan untuk memanggil pelaku usaha, kepolisan tidak jarang menolak
permintaan tersebut karena lagi-lagi BPSK bukanlah pihak yang bersengketa, dan
tidak cukup berdasarkan laporan BPSK semata. Memang jika dicermati, kepolisian
memanggil seseorang tentu berdasarkan laporan dari pihak yang bersengketa atau
sekurang-kurangnya dirugikan, dan bahwa seseorang dipanggil kepolisian untuk
datang ke kantor polisi. Di sinilah kesan janggal dan lucu jika Polisi hanya
memanggil seseorang untuk menghadap ke BPSK.

Ketiga, UUPK juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa konsumen
dengan jalur arbitrase, namun praktis mekanisme arbitrase yang dimaksud tidak
merujuk kepada UU Arbitrase yang dibentuk pada tahun yang sama dengan UUPK.
Secara normatif yuridis tentu ini sangat janggal dan bisa dibilang sepele, namun agar
ada kejelasan pengaturannya jika BPSK tidak mendasarkan pada Undang-Undang
Arbitrase pada penyelesaian sengketa dengan mekanisme arbitrase mestinya UUPK
tidak menggunakan terminologi hukum yang sama dengan UU Arbitrase. Dengan
demikian apabila hal-hal semacam ini diperhatikan dan menjadi masukan bagi
amandemen UUPK, niscaya penyelenggaraan perlindungan konsumen akan lebih
baik di Indonesia.

Sejalan dengan itu dalam mendukung semangat penyelenggaraan
perlindungan konsumen di Indonesia maka kejelian dan konsistensi putusan hakim

sangatlah dibutuhkan dalam menangani dan memutus sengketa konsumen. Dalam hal
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ini _hakim harus mampu mendudukan sengketa konsumen dalam bingkai yang
proporsional lagi holistik yang pada gilirannya dapat memberikan putusan yang

mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat.
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